
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.IA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketenfuan pasal 4 dan pasal 5 huruf d
angka 4 Peraruran Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 1O

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Pembentukal Susunan Dan Tipe
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2O16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur
mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Ke{a Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurrf b , perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tana Toraja tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tarra Toraja;

Mengingat 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (L,embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO6 tentang Administrasi
Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O06 Nomor 124, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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5. Undang"Undang Nomor 5 Tahun 2Ol1 Tentang Aparatur S-ipil

Negara= (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Noiror 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah- (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir
dengan Undang-Undaflg Nomor 9 Taliun 2015 tefltang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undaflg-UndanB Nomor 30 Tahufl 2014 tentaflg Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan l,embaran Negara Republik
incionesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan limbarirn Negara Repriblik Indonesia
Nomor 5887;

9. Peratura-n Daerah Kabupaten Tarla Tofaja Nomot l0 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TANATORAJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Torqia sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Biipati adalah Biipati Tana Toraja;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;

5. Dinas aalalah DiriaS Kepenalualiikan dan Peneatatai Sipil yang melaksdndkan
fungsi penunj€rng urusan pemerintahan dalam mendukung tugas Bupati dalam
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

7. Tii$as aalalah Ikhtisar dari kcseluiuhan nigas jabataii.
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8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok'

9. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua hlgas jabatan yang
merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kependudukan dan Pencataatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana
Toraja terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

1. Seksi Identitas Penduduk;

2. Seksi Pindah Datang Penduduk;

3. Seksi Pendataan Penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Seksi Kelahiran;

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;

3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan
Komunikasi.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :

1. Seksi Kerjasama;

2. Seksi Inovasi dan Pelayanan;

3. Seksi Pelayanan Teknis.
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(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil' ' 
seb-agaimana dimaksud pada pasal (1) tercantum pada lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB TV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepata Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana dan program kerja tahunan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk dijadikan acuan pelaksanaan tugas ;

b. memb"gl tugas kepada bawahan agar pekerjaan berjalan lancar;

c. merumuskan dan mengkoordinasikan program keg'a dinas sesuai bidang
tugasnya;

d. merumuskan kebilakan teknis pengembangan teknologi informasi,
pembinaan umum dan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

e. menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f. menyiapkan dan melaksanakan pelayanan/ pemanfaatan data/ informasi
penduduk dan melaksanakan urusan ketatausahaan dinas;

g. menyelenggarakan pelayanan penerbitan KTP dan administrasi
kependudukan dan Pencatatan sipil;

h. menyelenggarakan kebljakan pengendalian kuantitas penduduk,
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan
persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks
pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten;

i. menyelenggarakan kebijakan, pedoman, norna, standar, prosedur dan
kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan
pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil skala kabupaten;

j. membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan kepada
masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan
Pemerintah Daerah;

k. membina pelaksanaan program waskat di lingkungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

1. memberi saran dan pertimbangan teknis serta melaporkan hasil pelaksanaan
program kerja dinas kepada Bupati;

m. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

n. menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil ke{a
dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
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o. menginventarisir perrnasalahan-permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;

p. membuat laporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagai bahan pertanggungiawaban dan atau bahan evaluasi;

q. meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau ketentuan
lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya atau melakukan kegiatan lain
yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilal kerja;

r. mengevaluasi dan memonitor hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan
dinas;

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dinas serta pengembangan kegiatan bidang
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

b. Penyelenggaraan pelayanan dan penertiban dokumen pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil penduduk rentan;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan
kegiatan dinas;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Elagian kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan
teknis dan administrasi pen5rusunan program, evaluasi, urnurn, kepegawaian,
dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebagai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga
terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

g. mengoordinasikan dan melaksarrakan penJrusunan perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian;
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i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
j. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga;

k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;

l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan
dan penghapusan barang;

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;

n. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;

o. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan
keprotokolan;

p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian
data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

q. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;

r. menJmsun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

s. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;

t. melaksanalan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;

b. pengoordinasian penyusunErn program dan pelaporan;

c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;

d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

(l) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penJrusunan
perencanaan, penyajian data dan informasi, serta pelaksanaan evaluasi
pelaksanaan kegiatan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman
dalam pelal<sanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan pen5rusunan
perencErnaan, kegiatan, dan anggaran;
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g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi perencanaan dan kegiatan

Dinas;

h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;

i. mengumpulkan bahan dan men1rusun laporan kinerja;

j. Menilai prestasi ke{a bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian _Perencanaan
serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
penrmusan kebljakan;

l. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(l) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian'
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan'
mengelola data dan melaksanaka urusan administrasi kepegawaian, melakukan
urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
penghapusan barang, serta urusan rumah tangga.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melalrukan pengklasifrkasian surat menurut jenisnya;

g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan
keluar;

h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

i. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan
penghapusan barang;

j. menyiapkan bahan dan menJrusun administrasi pengadaan, pendistribusian,
pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;

k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta
menJrusun laporan barang inventaris;

l. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah
tangga;

m. mengoordinasikan dan melakukan pengumptrlan, pengolahan, penyajian
data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas, upacara
bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
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o. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan pe{alanan
dinas pegawai;

p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tatalaksana;

q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;

r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;

s. men1rusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di
lingkungan Dinas;

t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara;

u. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi
kepegawaian;

v. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;

w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusaa kebijalan;

x. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai
tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris dalam
mengumpulkan bahan, mengelola data dan melaksanakan urusan administrasi
keuangan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
tingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan men5rusun rencana
kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana
proyeksi pendapatan sebagai bahal penyusunan anggar:rn;

g. mengumpulkan bahan, menJrusun, dan mengelola administrasi keuangan;

h. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan
keuangan;

i. menyiapkan bahan dan men5rusun laporar keuangan;

j. menyusun realisasi perhitungan anggaran;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
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L mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindallanjuti laporan hasil
pemeriksaan keuangan;

m. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaan;

n. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil ke{a dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;

o. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan
serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

p. meningkatkan kompetensi dan prestasi ke{a;
q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 9

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan telcris bidang Pelayanan Pencatatan Sipil tugas Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut:

a. men5rusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan pendaftaran penduduk ;

g. mengkonsultasikan pelaksanaan pendaftaran penduduk ;

h. melakukan pemantauan, evduasi dan pelaporan penyelenggaraan
pendaftaran penduduk;

i. melaksanakan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor
Induk Kependudukan / NIK;

j. melaksanakan pengadaan blangko Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk (KTP);

k. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

l. menilai prestasi kerja pegawai dan promosi jabatan;

m. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;

n. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;



-lo-

o' meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;p' melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
(3) Dafam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaBidang mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
c. pelaksanaan evaluasi dan peraporan bidang pelayanan pendaftaran

penduduk;

d. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 1O

(1) seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program
kegiatan Seksi Identitas Penduduk;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men5rusun rencana kegiatan Seksi Identitas Penduduk sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
tingkungan Seksi Identitas Penduduk untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. men5rusun program sistem administrasi kependudukan (SIAI{);

g. mengontrol dan mengecek pelaksanaan tugas bawahan sekaligus
memberikan petunjuk kerja dan arahan peke{aan agar selesai tepat wakhr
dan terhindar dari kesalahan ;

h. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan biodata nomor induk kependudukan
dan kartu keluarga penduduk;

i. menyiapkan nomor kendali karhr keluarga dan kartu tanda penduduk
elektronik;

j. melaksanakan dan memfasilitasi penerbitan dan pencetakan kartu tanda
penduduk elektronik;

k. mendisEibusikan blangko dokumen kependudukan;

1. memfasilitasi perubahan biodata penduduk;

m. melaksanakan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan penerbitan identitas
penduduk;

n. melaksanakan sosialisasi program pelayanan teknis identitas penduduk;

o. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

p. menilai prestasi keda pegawai dan promosi jabatan;

q. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;
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r. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;

s. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan'

Pasal I 1

(l) Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai
tugas membantu Kepata Bidang dalam mengoordinasikan dan melaksanakan
program kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pindah Datang Penduduk untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun ranczrngan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan sosialisasi program pindah datang dan pindah keluar

penduduk;
g. melaksanakan pendaftaran pindah datang dan pindah keluar penduduk

Warga Negara Indonesia (WNI);

h. melaksanakan pendaftaran pindah datang dan pindah keluar penduduk
orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

i. melaksanakan pendaftaran orang asing tinegal tetap dan pendaftaran orang
asing tinggal terbatas;

j. melaksanakan pendaftaran penduduk lintas batas wilayah neg€rra;

k. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

l. menilai prestasi kerja pegawai dan promosi jabatan;

m. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;
n. melalrukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;
o. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 12

(1) Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan melaksanakan
program kegiatan Seksi Pendataan Penduduk;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi Pendataan Penduduk sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Seksi pendataan penduduk untuk mengetarrui perfembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun ranc€rngan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan peraksanaan teknis pendataan penduduk korban

bencana;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan penduduk daerah
terbelakang;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan penduduk orang terlantar;
i. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan penduduk non permanen;
j. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan penduduk rentan

administrasi kepndudukan;
k. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas;

L menilai prestasi kerja pegawai dan promosi jabatan;
m. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;
n. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;
o. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pasal 13

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan
melaksanakan kebljakan teknis bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men5rusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menetapkan rumusan kebijakan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi
kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak,
pew€rrganegaraan dan kematian;

g. menetapkan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan
penyidikan dokumen pencatatan sipil;
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h. menetapkan pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan
pelayanan pencatatan sipil;

i. menetapkan pembinaan dan pengembangan srrmber daya manusia pengelola
pelayanan pencatatan sipil;

j. menetapkan pen1rusunan kebutuhan formulir/blanko dokumen pelayanan
pe ncatatan sipil;

k. melalrukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

l. menilai prestasi kerja pegawai dan promosi jabatan;

m. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;

n. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;
o. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;
p. melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diperintahkan oleh atasan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang mempunyai fungsi :

a. perumusan kebljakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Kelahiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program
kegiatan Seksi Kelahiran ;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi Kelahiran sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Kelahiran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program pelaksanaan pencatatan
kelahiran;

g. meneliti dengan baik kebenaran dokumen/ persyaratan yang ditetapkan
untuk mendapatkan kutipan akta kelahiran;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan kelahiran;
i. melaksanakan fasilitasi, advokasi supervisi dan konsultansi pelaksanaan

pencatatan kelahiran;
j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas;
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k. menilai prestasi kerja pegawai dan promosi jabatan;

l. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;

m. melalrukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;

n. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 15

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perkawinan dan Perceraian

pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi penrnjuk pelaksanaan

berjalan lancar;

(1) Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin olgh seorang Kepala Seksi'

memPunyai tugas membantu Kepala niaang dalam mengoordinasikan dan

melaisanakan program kegiatan Seksi Perkawinan dan Perceraian;

memantau, men asi dan mengevaluasi pelaksanaan.

il;;k"G; Seksi Perkawinan dan Perceraian untuk

sebagai

tugas sehingga

tugas dalam
mengetahuic

d. menyusun rancangan'
naskah dinas;

perkembangan Pelaksanaan tugas;

mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangam

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. meneliti dengan baik kebenaran
untuk mendaPatkan PelaYanan Pen

dilaksanakan di kantor maupun
Pelayanan Pencatatan Perceraian se

g. menyiapkan bahan petaksanaan teknis pencatatan perkawinan dan

perceralan;

h. melaksanakan sosialisasi program pencatatan perkawinan dan perceraran;

i.melakukankoordinasidenganinstansiterkaitdalamrangkakelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menilai prestasi kerja pegawai dan promosi jabatan;

k. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;

l. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasamya;

m. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan'

Pasal 16

;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' sebagai berikut :

a. menJrusun renc€ura kegiatan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan

dan i<ematian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis program perubahan status anak,
kewarganegaraan, kematian dan akta catatan sipil serta peristiwa penting
lainnya;

g. melaksanakan fasilitasi, advokasi, supervisi, dan koordinasi pelaksanaan
perubahan status anak, kewarganegaraan, kematian, akta catatan sipil serta
peristiwa penting lainnya;

h. melaksanakan pemutakhiran data pelaksanaan perlbahan status anak,
kewarganegaraan, kematian, akta catatan sipil serta peristiwa penting
lainnya;

i. melaksanakan pengelolaan arsip pencatatan sipil;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

k. menilai prestasi keda pegawai dan promosi jabatan;

1. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;

m. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;

n. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 17

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh' 
""o.a.rg 

Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut :

a. men)rusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan lnformasi Administrasi
Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk
mengetahui perke mbangan pelalsanaan tugas;

d. menyusun r€rncalg€rn, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani

naskah dinas;
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e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merencanakan kegiatan penyuluhan tentang kebijakan administrasi
kependudukan;

g. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarzrna Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Jaringan komunikasi data;

h. memberikan petunjuk informasi administrasi kependudukan;

i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menilai prestasi kerja pegawai dan promosi jabatan;

k. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;

1. metakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;

m. meningkatkan kompetensi meldui pendidikan formal dan non formal;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang mempunyai fungsi :

a. penrmusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi

administrasi kependudukan ;

d. pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan informasi administrasi
ke pendudukan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Sistem Informasi Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala seksi,
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan
melaksanakan program kegiatan Seksi Sistem Informasi Administrasi;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menlrusun rencana kegiatan Seksi Sistem Informasi Administrasi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan seksi sistem Informasi Administrasi untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tu snya;

f. melaksanakan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan;
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g. melaksanakan oem-b1ng"TT, pengembangan dan pemeliharaan jaringan
ff#H,ffilff ta kependJuduk;-;;; 

"iilr.i", "i"t"--iiroH"ti#-i,,i"o""i
h' melaksanakan pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan;i. melakukan pemantauan, analisis dan 

. _ 
evaluasi serta pengawasanpengembangan sistem informasi aaminisilast k;;;;";;; |,ctt

j' melaksankan pengembangan potensi operator sistem informasi administrasikependudukan;

k' melakukan koordinasi dengan instansi terkait daram rangka kelancaranpelaksanaan tugas;
l. menilai prestasi keg'a pegawai dan promosi jabatan;
m. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;
n. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;
o. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non forma-l;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasa1 19

(l) seksi Pengolahan dan penyajian Data dipimpin oleh seorang kepala seksi,
mempunyai tugas membantu Kep ila Bidan[ dalam mengooirdinasikan dan
melaksanakan program kegiatan Seksi pengolahan dan penyajian Data;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi Pengolaharr dan penyajian Data sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
' naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. membangun bank data kependudukan;

g. melaksanakan pemutakhiran data penduduk dan menggunakan sistem
informasi administrasi kependudukan;

h. melakukan penyajian data penduduk untuk perencanaan pembangunan dan
kepentingan lainnya;

i. membangun data aplikasi data kependudukan daerah;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

k. menilai prestasi kerja pegawai dan promosi jabatan;

l. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;

m. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;

n. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
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Pasal 2O

(1) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan
Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan
Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan
Komunikasi;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men5rusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia,
Teknologi, Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi,
Informasi dan Komunikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun ranczrngan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tata kelola dan sumber daya
manusia, teknologi, informasi dan komunikasi;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis tata kelola dan sumber daya
manusia, teknologi, informasi dan komunikasi;

h. menyiapkan laporan pelaksanaan teknis tata kelola dan sumber daya
manusia, teknologi, informasi dan komunikasi;

i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menilai prestasi keda pegawai dan promosi jabatan;

k. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;

l. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;

m. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diPerintahkan oleh atasan.

Bagran Keenam

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pasal 2l

(1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan
dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi
Pelayanan;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat pada (1) sebagai berikut :

a. men5rusun rencana kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



b. mendistribusikan dan
berjalan lancar;
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memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

c memantau, mengawasi dan mengevaluasi
lingkungan Bidang Pemanfaatan Data dan
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

pelaksanaan tugas
Inovasi Pelayanan

dalam
untuk

d. menyu.sun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
naskah dinas;

menandatangani

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menelaah dan menganalisis data dalam rangka penjrusunan rencana
program dan perumusan kebijakan teknis penyiapan bahan baku, pendataan
dan pengolahal data dan sarana kependudukan;

g. menelaah dan menganalisis data dalam rangka penJrusunan rencana
program dan perumusan kebijakan teknis pengumpulan dan pengolahan
data administrasi kependudukan;

h. memonitor dan mengendalikan kegiatan pendataan, memonitor dan
mengendalikan entri/ perekaman data dan pengolahan data administrasi
kependudukan dan catatan sipil;

i. menyusun, menyimpan dan mengolah data dari bidang administrasi
kependudukan dan catatan sipil baik, dalam bentuk data elektronik maupun
data manual;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

k. menilai prestasi ke{a pegawai dan promosi jabatan;

l. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;

m. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;

n. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang mempunyai fungsi :

a. perumus€rn kebijakan teknis bidang pemanfaatan data dan inovasi

Pelayanan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemanfaatan data dan inovasi

Pelayanan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemanfaatan data dan inovasi
pelayanan;

d. pelaksanaan administrasi bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
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PasaJ22

(1) Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas tugas
membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program
kegiatan Seksi Kerjasama;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men5rusun rencana kegiatan Seksi Ke{asama sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevduasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kerjasama kependudukan dan
pencatatan sipil;

g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan yustisi kependudukan;

h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

i. menilai prestasi kerja pegawai dan promosi jabatan;

j. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;

k. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;

l. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 23

(1) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Seksi Pemanfaatan Data
dan Dokumen Kependudukan;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penJmsunEm indikator kependudukan;
g. melaksanakan fasilitasi dalam pelaksanaan pen5rusunan penerbitan dan

perumusan aplikasi proyeksi penduduk;
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h. melaksanakan fasilitasi dan evaiuasi kebijakan identitas penduduk pada usia
anak, remaja, pemuda, usia produktif dan lanjut usia;

i. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pen)rususnan analisis jumlah
penduduk, struktur dan komposisi penduduk;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

k. menilai prestasi kerja pegawai dan promosi jabatan;

1. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;

m. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;

n. meningkatJ<an kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal24

(l) Seksi Inovasi Pelayanar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan
melaksanakal program kegiatan Seksi Inovasi Pelayanan;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusun renczrna kegiatan Seksi Inovasi Pelayanan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan la:rcar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
Iingkungan Seksi Inovasi Pelayanan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan pelalsanaan teknis inovasi pelayanan dan kegiatan

penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil;
g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas;
h. menilai prestasi kerja pegawai dan promosi jabatan;

i. menginventarisasi kejadian dan permasalahan;
j. melakukan evaluasi dan laporan kepada atasannya;
k. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;
I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan
umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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(2) Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbagian, Kepala seksi, dan
seluruh personil dalam lingkungan Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai
99.gro ketentuan peraturan perundanpundangan, serta menerapkan prinsip
hierarki, koordinasi, kerjasama, integritas, sinkronisasi, 

- 
simifit<asi,

akuntabilitas, transparansi, serta efektilitas dan efrsiensi.

Pasal 26

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan
seluruh personil dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan
pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) diolah dan
digunakan oleh pimpinan sebegFi bahan perumusan peLaksanaan kebijakan
teknis.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi
dalam lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan
pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan
rapat koordinasi secara berkala dan/ atau sesuai kebututran.

(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi
dalam lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi pemerintah/ swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

BABVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. pejabat struktural pada Satuan Keg'a Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1O

Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai
dengan dilantiknya pejabat strulrhrral berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2O16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. pejabat struktural pada Satuan Keda Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kefa Perangkat Daerah Kabupaten Tana Torqia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor I Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1O

Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja, tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran
tahun 2O16 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2O16 berdasarkan
ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O

Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
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Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini
dilaksanakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016.

BABVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Dei e:rb er 2a 1 5

BUPATI TANA TORA"IA,

NI DEMUS BI GKAN

Diundangkan di Makale
pada

RAH KABUPATEN TANA TORA"IA,

YU S SIRAI.ITE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA TAHUN 2016 NOMOR Ji,

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor

23 Tahun 2oo9 tentang Rincian'I\rgas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada

Dinas Kependudukan ian Catatan- Sipil Ikbupatel Tgra Totqil. (Berita Daerah

X"Urrp"t"i, Tana Toraja Tahun 2OO9 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati

in-idenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenTanaToraja.

3 De: er:ib er 2a'l 6
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PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TORA.IA
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BUPATI TANA TORA.IA,
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PEIAITFAATAIT DATA
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SEKSI
IDENTITAS
PENDUDUK

SEKSI
I(ELAHIRAN

SEKSI
SISTEM INFORMASI

ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

SEKSI
KER.IASAMA

SEKSI
PINDAH DATANG

PENDUDUK

SEKSI
PERKAWINAN DAN

PERCERAIAN

SEKSI
PENGOLAHAN DAN
PEI,IYAIIAN DATA
KEPENDUDUKAN

SEKSI
INOVASI DAN
PEI-AYANAN

SEKSI
PENDATAAN
PENDUDUK

SEKSI
PERI,'BA}IAN STATUS

ANAK
ANEGARAAN

DAN KEMATTAN

SEKSI
TATA KEI'IA DAN

SUMBER DAYA
MANUSIA, TEIGOI'GI,

INFORMASI DAN
I<OMT-IMKASI

SEKSI
PEI,AYANAN

TEKNIS

NI DEMUS BI GKANAE


